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BUPATI BELITUNG 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG 

NOMOR  5 TAHUN 2024 
 

TENTANG 
 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 
 

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BELITUNG, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, 

Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertnggungjawban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

berupa Laporan Keuangan Daerah yang telah diperiksa oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan 

setelah tahun anggaran berakhir, sehingga perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran                      

2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah mendapat 

evaluasi sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan 

Bangka   Belitung   Nomor: 188.44/365/BAKUDA/2024  

tanggal..... 

SALINAN 
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tanggal 19 Agustus 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan    

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  2023  dan  Rancangan  

Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang pelaksanaannya 

perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

c. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000      

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4033); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004         

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-undang.... 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6841); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang kabupaten 

Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Nomor 6951); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

Perubahan Atas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010        

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006         

Nomor.... 
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Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung 

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung 

Nomor 55); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 54), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Perubahan.... 
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Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung 

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-

2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung             

Nomor 68); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 

2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Belitung Tahun 2022 Nomor 15); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Belitung Tahun 2023 Nomor 3); 

21. Peraturan Bupati Belitung Nomor 92 Tahun 2022 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung 

Tahun 2022 Nomor 92), sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 52 Tahun 2023 

tentang Perubahan tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 

(Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 52; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG 

dan 

BUPATI BELITUNG 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan 

memuat: 

a. Laporan..... 
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a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Arus Kas;  

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

g. Catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampiri dengan laporan kinerja dan iktisar laporan keuangan 

badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. 

 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut: 

a. Pendapatan Rp.1.117.439.818.908,80  

b. Belanja Rp.1.108.448.343.633,00   

 Surplus/(defisit)  Rp.   8.991.475.275,80      

c. Pembiayaan   

 - Penerimaan Rp.  176.640.556.760,97             

 - Pengeluaran Rp.              -  

 Surplus/(defisit)  Rp. 176.640.556.760,97                

 

 

Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 sebagai berikut: 

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah                                  

Rp. 61.589.273.143,80 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran pendapatan setelah 

perubahan 

Rp.  1.055.850.545.765,00 

2. Realisasi Rp.  1.117.439.818.908,80 

 Selisih lebih/(kurang) Rp.       61.589.273.143,80 

 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah                                

Rp. (124.070.595.726,00)   dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.  1.232.518.939.359,00 

2. Realisasi Rp.  1.108.448.343.633,00 

 Selisih lebih/(kurang) Rp.    (124.070.595.726,00) 

c. Selisih.... 
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c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah           

Rp. 185.659.868.869,80 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp.    (176.668.393.594,00) 

2. Realisasi Rp.         8.991.475.275,80 

 Selisih lebih/(kurang) Rp.     185.659.868.869,80 

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 

sejumlah  Rp. (27.836.833,03) dengan rincian sebagai berikut: 

Penerimaan Pembiayaan  

- Anggaran setelah perubahan Rp.      176.668.393.594,00      

- Realisasi Rp.      176.640.556.760,97   

Selisih lebih/(kurang) Rp.             (27.836.833,03) 

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

Pengeluaran Pembiayaan  

- Anggaran setelah perubahan Rp.                - 

- Realisasi Rp.                -                  

Selisih lebih/(kurang) Rp.                              0,00 

f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan Neto 

sejumlah Rp. (27.836.833,03) dengan rincian sebagai berikut: 

Pembiayaan Neto  

- Anggaran setelah perubahan Rp.      176.668.393.594,00      

- Realisasi Rp.      176.640.556.760,97   

Selisih lebih/(kurang) Rp.             (27.836.833,03) 

 

Pasal 4 

Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1       

ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut: 

a. Saldo anggaran lebih awal Rp.     176.668.393.594,32 

b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan 

pembiayaan tahun berjalan 

 

Rp.     176.640.556.760,97  

     

c. Sisa lebih/kurang pembiayaan 

anggaran (SilPA/SiKPA) 

Rp.     185.632.032.036,77 

d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun 

sebelumnya 

Rp.                    - 

e.  

f. 

Lain-lain 

Saldo anggaran lebih akhir 

Rp.             (27.836.833,35) 

Rp.     185.632.032.036,77 

Pasal 5.... KEPALA BPKAD  
KAB. BELITUNG 
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Pasal 5 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 

31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut: 

a. Jumlah Aset Rp.   2.409.423.771.699,80 

b. Jumlah Kewajiban Rp.        11.718.735.861,75      

c.  Jumlah Ekuitas Dana Rp.   2.397.705.035.838,05 

 

Pasal 6 
 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf d per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut: 

a. Pendapatan LO Rp.  1.210.339.220.766,48 

b. Beban Rp.  1.144.343.787.420,09       

c. Surplus/(defisit) dari kegiatan 

operasional 

Rp.       65.995.433.346,39 

d. Surplus/(defisit) dari  kegiatan non 

operasional 

Rp.            701.809.180,97          

e.  Pos Luar Biasa Rp.                  -                  

f. Surplus/(defisit) - LO Rp.       66.697.242.527,36 

 

Pasal 7 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 

Tahun 2023 sebagai berikut: 

a. Saldo kas awal  per 1 Januari 2023 Rp.     176.106.092.537,80   

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp.     157.032.145.542,80 

c. Arus kas dari aktivitas investasi                           
aset non keuangan 

Rp.    (145.292.393.096,00) 

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp.                   - 

e. Arus  kas dari aktivitas transitoris Rp.            266.124.527,00 

f. Saldo kas akhir per 31 Desember 

tahun 2023 
Rp.     184.111.969.511,77 

Pasal 8 

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan                     

31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut: 

a. Ekuitas awal Rp.   2.329.263.789.922,69 

b. Surplus/(defisit) - LO Rp.        66.697.242.527,36 

c. Dampak kumulatif perubahan Rp.          1.744.003.388,00 

kebijakan.... 
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kebijakan/kesalahan mendasar 

d. Ekutas akhir Rp.    2.397.705.035.838,05 

 

Pasal 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan 

keuangan. 

 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari: 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri 

atas: 

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran 

menurut urusan pemerintahan daerah dan 

organisasi; 

Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi 

menurut kelompok dan jenis, pendapatan, 

belanja dan pembiayaan; 

Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan 

Pemerintahan Daerah, organisasi, 

program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok 

dan jenis pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah 

menurut urusan pemerintah daerah, 

organisasi, program, kegiatan, dan sub 

kegiatan; 

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Lampiran III : Laporan Operasional; 

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas; 

e. Lampiran V : Neraca; 

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas; 

g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; 

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 

i. Lampiran.... 
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i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih; 

j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan 

penyisihan dana bergulir; 

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) 

pemerintah daerah; 

l. Lampiran XII : Daftar realisasi penambahan dan 

pengurangan aset tetap daerah; 

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap; 

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam 

Pekerjaan; 

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset lainnya; 

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah; 

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum 

diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 

2023 dan dianggarkan kembali dalam 

tahun anggaran berikutnya; dan 

t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha 

milik daerah/perusahaan daerah yang 

terdiri atas: 

 Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan 

usaha milik daerah/ perusahaan daerah. 

 Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan 

laba/rugi) badan usaha milik daerah/ 

perusahaan daerah. 

 

Pasal 11 
 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut 

dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. 

 

 

 

 
Pasal.... 
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Pasal 12 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Belitung. 

 

 

Ditetapkan di Tanjungpandan 

pada tanggal 6 September 2024 

Pj. BUPATI BELITUNG, 

 

ttd. 

 

MIKRON ANTARIKSA 

 

Diundangkan di Tanjungpandan 

pada tanggal 9 September 2024  

Plh. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BELITUNG, 

 

ttd. 

 

NURMAN SUNANDA 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024 NOMOR 5 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI 
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.27/2024). 

PARAF KOORDINASI 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

4. 
 
 

 

5. 
 
 

 

6. 
 

 
 

7. 
 
 

 

8. 
 
 

 

9. 
 
 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 
 

WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si 
NIP. 19720607 200003 1 004 


